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PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Dari penelitian yang dilakukan mengenai “Persfektif ljarah Terhadap

Uang Tambahan Dalam Layanan Jasa Travel (Studi Kasus di Panyabungan

Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara)”.

Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme penetapan uang tambahan dalam layanan jasa travel di
Panyabungan dilakukan oleh pihak biro perjalanan travel dalam hal ini kasir
secara sepihak. Tidak ditemukan biaya tambahan itu didalam brosur, baik
brosur secara manual maupun website. Uang tambahan ini tidak ditetapkan
secara transparan dan terstruktur sejak tahap pemesanan. Pada umumnya,
informasi yang disampaikan kepada penumpang hanya sebatas tarif standar
sebagaimana tercantum dalam brosur atau komunikasi awal, tanpa
penjelasan rinci mengenai kemungkinan adanya uang tambahan. Uang
tambahan baru disampaikan pada tahap penjemputan atau saat
pembayaran di loket, sehingga kesepakatan awal yang terbentuk antara
pihak travel dan penumpang bersifat tidak sempurna dan berpotensi
menimbulkan keberatan dari penumpang.

2. Faktor-faktor yang memengaruhi mekanisme Penetapan uang tambahan
dalam layanan jasa travel di Panyabungan dipengaruhi oleh faktor
operasional layanan tambahan, permintaan layanan tambahan dari
penumpang, kurangnya transparansi informasi, dan lemahnya posisi tawar
penumpang. Uang tambahan dapat dibenarkan apabila timbul dari layanan
di luar tarif utama dan disepakati secara jelas sejak awal. Namun, dalam
praktiknya, ketidakjelasan informasi dan kesepakatan menyebabkan
munculnya ketidakpastian dan ketidakseimbangan hubungan antara
penyedia jasa dan penumpang. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme
penetapan uang tambahan yang transparan dan disepakati sejak awal agar

sesuai dengan prinsip keadilan dan akad ijarah dalam figh muamalah.
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3. Ditinjau dari perspektif akad ijarah, mekanisme layanan jasa travel di
Panyabungan dapat bergeser sebagai akad ijarah fasid, karena meskipun
rukun akad telah terpenuhi, syarat kejelasan ujrah dan kerelaan para pihak
belum terpenuhi secara sempurna. Hubungan hukum antara penyedia jasa
travel dan penumpang telah memenuhi rukun ijarah, yakni adanya para
pihak yang jelas, objek akad berupa jasa angkutan penumpang, serta
kesepakatan yang terwujud melalui pemesanan layanan. Namun, penetapan
uang tambahan yang tidak disepakati secara jelas sejak awal akad dan baru
disampaikan pada saat pelaksanaan jasa menyebabkan ketidakpastian
besaran ujrah. Kondisi ini menimbulkan unsur gharar dan melemahkan
prinsip ridha penumpang, sehingga akad bergeser menjadi fasid, atau tidak
sah secara sempurna meskipun tidak sampai pada kategori batal. Oleh
karena itu, diperlukan mekanisme penetapan uang tambahan yang
transparan dan disepakati sejak awal akad agar praktik layanan jasa travel
sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan nilai-nilai hukum
ekonomi syariah.

5.2 Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian di atas, adapun saran yang dapat
penulis berikan adalah:

1. Kepada pihak penyedia layanan jasa travel di Panyabungan Kabupaten
Mandailing Natal, agar dapat memperbaiki mekanisme ijarah dengan
memberikan kejelasan sejak awal pemesanan tiket mengenai kemungkinan
adanya uang tambahan, termasuk besaran dan alasan penarikannya.
Transparansi ini penting untuk menghindari unsur gharar, menjaga
kepercayaan penumpang, serta mewujudkan transaksi yang sesuai dengan
prinsip fikih muamalah.

2. Kepada pihak travel disarankan untuk menetapkan standar operasional
yang jelas terkait uang tambahan, seperti kriteria jarak penjemputan,
batasan barang bawaan, serta jenis permintaan khusus yang dapat

dikenakan biaya tambahan. Dengan adanya standar tersebut, diharapkan
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tidak terjadi penentuan biaya secara sepihak yang dapat merugikan
penumpang.

. Kepada para penumpang jasa travel disarankan untuk lebih aktif
menanyakan secara rinci terkait biaya perjalanan pada saat pemesanan
tiket, termasuk kemungkinan adanya uang tambahan, agar tercipta
kesepahaman antara penumpang dan pihak travel sebelum akad ijarah

berlangsung.
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